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ABSTRAK

Elok Subekti. 1701617149. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian
Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil
pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan dengan
tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi
pada konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan
dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan terhitung sejak 29 Juli 2019 sampai
dengan 30 Agustus 2019 dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Taman Makam
Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan,

Praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan dengan kegiatan antara lain
melakukan pencatatan/penginputan pencairan dana dan memverifikasi bukti
tagihan belanja barang, belanja jasa, dan belanja modal. Meskipun selama
Praktik Kerja Lapangan praktikan mengalami beberapa kendala, namun kegiatan
praktik dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk meningkatkan
wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa di
dunia kerja. Hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan wawasan
pengetahuan praktikan menjadi bertambah mengenai sistem akuntansi di
pemerintahan dan juga menambah pengalaman, kemampuan, dan keterampilan.
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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, praktikan panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya yang telah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pada saat ini, populasi Indonesia lebih didominasi pendudukan usia produktif
yakni rentang usia 15-64 tahun. Dominasi penduduk usia produktif ini
menyebabkan angkatan kerja semakin banyak. Namun, angkatan kerja di Indonesia
masih berkualitas rendah dan memiliki kompetensi yang kurang memadai. Kualitas
angkatan kerja yang rendah menyebabkan semakin terbatasnya kesempatan kerja
dikarenakan mayoritas lapangan kerja memilih angkatan kerja yang berkualitas
baik.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk
keterampilan dan kecakapan seseorang di dunia kerja. Pendidikan di perguruan
tinggi masih sebatas pemberian teori dan praktek dalam skala kecil dengan
intensitas yang terbatas. Agar dapat memecahkan masalah yang muncul di dunia
kerja, maka mahasiswa perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung yang
relevan dengan latar belakang pendidikan. Pelatihan kerja yang kemudian disebut
Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar mahasiswa tidak hanya memiliki
pengetahuan saja, namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman setelah
lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi.

Menurut (Sukanti, 2005) melalui PKL pemahaman terhadap dunia kerja pada
umumnya dapat diperoleh mahasiswa karena yang dihadapi adalah kenyataan

bukan hanya teori sehingga mahasiswa akan memperoleh informasi
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yang sebanyak-banyaknya dari lingkungan kerja. Secara garis besar pemahaman
terhadap dunia kerja meliputi pengetahuan terhadap diri sendiri, dan pemahaman
terhadap lingkungan kerja.

Mengingat pentingnya pelatihan kerja tersebut, Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan yang memiliki bobot 2 sks. Praktik Kerja Lapangan ini sebagai
wadah bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke instansi/lembaga terkait yang
sesuai dengan latar belakang pendidikan. Diharapkan mahasiswa dapat
mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya yang didapat selama proses
pembelajaran ke dunia kerja.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada Dirjen Bina
Pembangunan Daerah didasari karena keingintahuan praktikan dalam
pengaplikasian ilmu akuntansi di instansi tersebut. Praktikan ditempatkan di Bagian
Keuangan, yang mana dengan ditempatkannya praktikan di bagian tersebut,
praktikan mengetahui bahwa kegiatan akuntansi tidak hanya tentang mencatat tapi
juga tentang verifikasi. Praktikan juga diajarkan alur dan sistem pengeluaran dana

di instansi pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan
a. Mempelajari bidang akuntansi di Bagian Keuangan Dirjen Bina
Pembangunan Daerah.
b. Mendapat pengalaman kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan

akademik.
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c. Menambah pengalaman di dunia kerja.
d. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dunia kerja.
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

a. Menyelesaikan salah satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta.

b. Menerapkan teori yang didapat di pendidikan akademik ke dunia kerja.

c. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bekerja yang dapat
dijadian dasar karir sesuai latar belakang akademik.

d. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki

sesuai perkembangan zaman.

C. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
1. Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
a. Sebagai media untuk mengetahui realita ilmu yang diterima di perkuliahan
dengan yang ada di lapangan
b. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman agar siap untuk terjun
langsung ke masyarakat khususnya lingkungan kerja.
c. Melatih mahasiswa untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-
orang dunia kerja.
2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta
a. Dapat meningkatkan kemampuan diri mahasiswa untuk berkompetisi dalam

dunia kerja
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b. Membangun citra positif Universitas Negeri Jakarta di mata
instansi/lembaga terkait

c. Dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi/lembaga terkait

3. Manfaat bagi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

a. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan
sehari-hari tanpa harus melakukan perekrutan karyawan

b. Dapat menjalin baik dengan lembaga pendidikan terkait dalam menciptakan
kerjasama yang saling menguntungkan

c. Dapat menjadi sumber informasi mengenai sumber daya manusia yang

memiliki kapabilitas baik

D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Nama Perusahaan : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Alamat - JI. Taman Makan Pahlawan, No.20. Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7942653

Penempatan : Bagian Keuangan

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan komponen dari
Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Alasan praktikan memilih Dirjen Bina Pembangunan Daerah sebagai tempat

Praktik Kerja Lapangan adalah:
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1. Ditjen Bina Bangda merupakan salah satu komponen dari Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan unsur pelaksana di
bidang pembinaan pembangunan daerah.

2. Praktikan ingin mengetahui sistem kerja di instansi pemerintahan terutama
di Ditjen Bina Pembangunan Daerah

3. Lokasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah mudah dijangkau dan strategis

karena dekat dengan stasiun Duren Kalibata.

E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada 29 Juli 2019 sampai
dengan 30 Agustus 2019 dengan total 30 hari kerja. Aktivitas Praktik Kerja
Lapangan dimulai dari hari Senin sampai Jum’at dengan jadwal sebagai berikut.
Senin s.d. Kamis 08.00 WIB — 16.00 WIB
Jum’at 08.00 WIB —16.30 WIB

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap,

yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan. Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan terlebih
dahulu mencari informasi mengenai Instansi/Perusahaan yang sekiranya
menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan. Praktikan mendatangi kantor
Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan didapat informasi bahwa mahasiswa
dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada bulan Juli sampai dengan

Agustus. Setelah mendapat informasi tersebut, praktikan membuat surat
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pengantar Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Negeri Jakarta yang
ditujukan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tanggal 26 April
2019. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2019 surat tersebut diajukan kepada
Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kemudian, praktikan dihubungi oleh staff
Ditjen Bina Pembangunan Daerah bahwa diterima permohonan Praktik Kerja
Lapangan dan diharapkan agar segera mengambil surat balasannya ke Ditjen
Bina Pembangunan Daerah.
2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap kedua pada saat praktikan melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan, yaitu sejak Senin, 29 Juli 2019 sampai dengan Jumat,
30 Agustus 2019 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Praktikan
melaksanakn Praktik Kerja Lapangan selama 30 hari kerja.
3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan dilaksanakan setelah praktikan melaksanakan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan serta melampirkan data-data pendukung
dalam bentuk laporan tertulis. Praktikan menyelesaikan laporan PKL pada

tanggal 30 November 2019.



BAB |1

TINJAUAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH

A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

1. Sejarah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Dikutip dari (“Sejarah Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” n.d.) Pada era 1980-
an, tugas pembinaan pembangunan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
semakin berkembang. Namun beban dan tanggung jawab tersebut tidak sesuai
dengan daya tampung strukturalnya. Akibatnya, penanganan pembinaan
pembangunan daerah menjadi kurang intensif. Dalam rangka menjawab
permasalahan ini, pemerintah memandang perlu mengambil kebijakan untuk
membentuk Direktorat Jenderal baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini dimaksudkan agar permasalahan pembangunan di daerah yang menjadi
salah satu poros utama tugas pokok Kementerian Dalam Negeri dapat ditangani
secara efektif dan efisien. Lahirlah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
melalui Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1980, yang merupakan jalinan
yang tidak terpisahkan dengan meningkatnya perkembangan tugas dan fungsi
Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka pembangunan nasional.

Dalam situasi penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan dengan

paradigma "membangun daerah”, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
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berperan kuat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah yang didukung
beberapa kebijakan presiden melalui Inpres Daerah Tingkat I, Inpres Daerah
Tingkat 11, Inpres Jalan Provinsi, Inpres Jalan Kabupaten Kota, Inpres
KesehatanInpres Pendidikan, Inpres Pasar, dan Inpres Penghijauan dan Reboisasi.
Peran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah tersebut diperkuat juga
oleh adanya berbagai program kerjasama dengan negara dan lembaga donor seperti
US-Aid, CIDA, OECF, UNDP, ADB, World Bank, UNICEF, CARE dan PLAN
INTERNATIONAL.

Era reformasi, dimana mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berubah
menjadi desentralistik dan dengan paradigma "daerah membangun”, peran dan
fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah mengalami pergeseran ke arah
"pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah”. Pergeseran ini ditandai
dengan lahirnya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi
menjadi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004.

Dengan berubahnya peran dan fungsi ke arah pembinaan, melalui Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah mengalami
perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan
mengemban amanat dalam melakukan koordinasi antar susunan pemerintahan,
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan daerah, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, konsentrasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
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2. Deskripsi Umum

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan komponen
Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di JI. Taman Makan Pahlawan No. 20,
Jakarta Selatan. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Bina Pembangunan
Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 11.1
Logo Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sumber: bangda.kemendagri.go.id

Dari segi struktural (“Struktur Organisasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah,”
n.d.) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
terdiri dari :

a. Direktur Jenderal

b. Sekretariat Direktorat Jenderal, yang terdiri dari
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1) Bagian Perencanaan;
2) Bagian Keuangan;
3) Bagian Perundang-undangan; dan
4) Bagian Umum
c. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah,
yang terdiri dari :
1) Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I;
2) Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah Il;
3) Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IlI;
4) Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1V;
5) Subdirektorat Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan
Daerah; dan

6) Subbagian Tata Usaha

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
(Pasal 591 Permendagri 43 tahun 2015) bertugas untuk melaksanakan sebagian
tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang perencanaan,

evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

d. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah |, yang terdiri dari :
1) Subdirektorat Pertanahan dan Penataan Ruang;
2) Subdirektorat Energi dan Sumber Daya Mineral;
3) Subdirektorat Pertanian dan Pangan;

4) Subdirektorat Kehutanan;
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5) Subdirektorat Lingkungan Hidup; dan

6) Subbagian Tata Usaha

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah | (Pasal 615
Permendagri 43 tahun 2015) bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah
lingkup pertanahan dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral,

pertanian dan pangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

e. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Il, yang terdiri dari :
1) Subdirektorat Pekerjaan Umum;
2) Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
3) Subdirektorat Kelautan dan Perikanan;
4) Subdirektorat Perhubungan;
5) Subdirektorat Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; dan

6) Subbagian Tata Usaha

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Il (Pasal 639
Permendagri 43 tahun 2015) tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan

perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
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f. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah |11, yang terdiri dari :

1) Subdirektorat Kesehatan;

2) Subdirektorat Sosial dan Budaya;

3) Subdirektorat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman
Modal;

4) Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan;

5) Subdirektorat Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan
Pemerintahan Dalam Negeri; dan

6) Subbagian Tata Usaha

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 11l (Pasal 663
Permendagri 43 tahun 2015) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah
lingkup Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata,

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

g. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, yang terdiri dari:
1) Subdirektorat Pendidikan;
2) Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3) Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4) Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
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5) Subdirektorat Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
dan

6) Subbagian Tata Usaha

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (Pasal 687
Permendagri 43 tahun 2015) bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup
Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Visi, Misi dan Tujuan

Dikutip dari (“Visi dan Misi Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” n.d.) Visi
adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode
perencanaan dan merupakan tentang sesuatu yang menjadi cara pandang jauh ke
depan ke mana Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mencapai tujuan
organisasi. Visi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu mewujudkan
pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan untuk tujuan

pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan misi Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah sebagai berikut :
a) Memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah.



b)

c)

d)
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Memfasilitasi implementasi kebijakan K/L di daerah dalam rangka
menunjang pembangunan daerah.

Memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan
daerah yang berkelanjutan.

Mengembangkan keserasian pembangunan antar daerah dan antar wilayah.

Adapun tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai

berikut :

a)

b)

d)

f)

4.

Meningkatkan kualitas perencanan pembangunan daerah yang selaras
dengan perencanaan pembangunan nasional

Memperkuat data dan informasi pembangunan daerah sebagai acuan dalam
perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah

Menyelesaikan perselisihan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan
di daerah.

Memperkuat Pemerintah daerah dalam penerapan dan pemenuhan standar
pelayanan minimal..

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
melalui pembinaan implementasi NSPK.

Mengembangkan profesionalisme aparat dan dukungan system pelayanan

yang lebih baik

Tugas dan Fungsi

Dikutip dari (“Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” n.d.)

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Perpres 11 Tahun 2015 Pasal 18)

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
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bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi (Perpres 11 tahun

2015 Pasal 19):

a)

b)

d)

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan
harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi
pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan
harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi
pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi
masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan
pemerintahan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan

sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
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f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan
sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;

g) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Salah satu komponen dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah
Sekretariat. Adapun tugas dari Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah
“Memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah”

Sementara itu, fungsi dari Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

sebagai berikut:

a) Koordinasi penyusunan program dan anggaran

b) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan

c) Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum,
sengketa dalam hubungan kedinasan, serta pemberian ligitasi, advokasi dan
perlindungan hukum

d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan

e) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan asset

f) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara
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C. Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan

Salah satu komponen dari Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
adalah Bagian Keuangan. Bagian Keuangan adalah tempat praktikan melakukan
Praktik Kerja Lapangan. Berikut merupakan uraian tugas Bagian Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah antara lain :

a) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan
tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

b) Melakukan urusan pembendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan
bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi.

c) Melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta

penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.



BAB Il
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Bagian Keuangan,
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah yang berlokasi di JI. Taman Makan
Pahlawan, No. 20 Jakarta Selatan tepatnya di samping stasiun kereta api Duren
Kalibata. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada 29 Juli 2019 s.d. 30
Agustus 2019 dengan total 25 hari kerja. Praktikan memiliki jadwal kerja pada hari
Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB, dan hari Jum’at pukul 08.00
WIB s.d. 16.30 WIB. Adapun uraian tugas yang praktikan kerjakan selama Praktik

Kerja Lapangan yaitu :

1. Mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

2. Memberikan nomor agenda

3. Memverifikasi wasdit

4. Memverifikasi invoice dan berkas pertanggungjawaban belanja barang,

belanja modal, dan belanja jasa

B. Pelaksanaan Kerja
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Ditjen Bina Pembangunan
Daerah praktikan ditugaskan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu | yang

dikhususkan untuk mengurusi pencairan dana di Sekretariat Ditjen Bina

28
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Pembangunan Daerah. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai komponen di
Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dalam hal ini mengartikan bahwa
praktikan mengurusi pencairan dana pada Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan,
Bagian Perundang-undangan, dan Bagian Umum. Job description praktikan adalah

sebagai berikut :

1. Mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Sebelum Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA mengajukan
pencairan dana kepada Bendahara, PA harus membuat dokumen dan melaksanakan
seluruh proses pengadaan barang / jasa, baik administrasi maupun teknis:

a. Dokumen berupa Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara, Surat
Tugas / Surat Perjalanan Dinas / Perjanjian / Kontrak, dan bukti-bukti
pengeluaran.

b. Bukti-bukti pengeluaran meliputi kuitansi / bukti pembelian disertai dengan

faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), dan / atau bukti penerimaan negara.

Kemudian membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan
Belanja Modal dan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas berdasarkan

dokumen yang telah dikumpulkan.

Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan di dalam satu map bewarna biru
(khusus Sekretariat). Di atas map terlampir Lembar Persetujuan yang berisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA dan di dalamnya

terdapat lembar Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP. SPP
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ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian masing-masing PA. Selanjutnya

dokumen tersebut diserahkan ke Bagian Keuangan.

(Lampiran 10 — Lembar Persetujuan Hal. 56 )
(Lampiran 11 — Surat Permintaan Pembayaran Hal. 57)

Di Bagian Keuangan, khususnya pada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

selanjutnya disingkat BPP dilakukan pencatatan dan proses lebih lanjut. Pencatatan

tersebut meliputi

Nomor SPP, DIPA, Nama Rekanan,

Keterangan, Jenis

Pembayaran, Jumlah Pembayaran, dan Jumlah Pajak. Pencatatan dilakukan di

Microsoft Excel sesuai urutan Nomor SPP dan dibedakan sesuai dengan kode

Bagian.

Nomor SPP
berurutan

sssssssssssssssss TARWANTO 15pH3 5.000.000 - 00147 5000000 | 02/04/2019|191331303004473 000000 [ 05/04/2019)

k] 1286.850.001 082 522181 [ANDIS JULANSYAR (L) £.000.000 2 500 00148 8.000.000 | 02/04/2015| 191331303004475 5987500 | 05/04/2019)
.
.
.

P —— R [ [y [P P S—— —
.

) — - N
.

SR P - FUU I R R e
.
.

N~ = wsesamLosIA | 522919 PT. REMALS ABADI 1spws | s33zsoo0 oonoma | ootee 83325000 | 08/08/2009|1m1331300004581 | 78235000 | 10/04/2009)
-

W r€(FL F2_F3 P4 BUKUAGENDA  GUP GUP KNP
Ean

F1 ~F2 F3

F4

BUKU AGENDA

GUP KKP

Kirim KPPN

NOMINATIVE

LS BENDAHARA

Gambar 111.1
Tampilan Pencatatan Pencairan Dana

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah
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Setiap bagian di Sekretariat memiliki kode yang berbeda sebagai berikut:
F1 = Bagian Perencanaan
F2 = Bagian Perundang-Undangan
F3 = Bagian Keuangan
F4 = Bagian Umum
Jenis pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
1. LS artinya pembayaran “Langsung”. Pembayaran ini diberikan secara
langsung ke bendahara
2. LS PH3 artinya pembayaran “Langsung Pihak ke-3”. Pembayaran ini
diberikan kepada pihak ke-3 atau orang yang bersangkutan terhadap
pembayaran tersebut.
Selain jenis pencairan dana di atas, ada beberapa jenis pencairan dana yang
lain, sebagai berikut:
a) Ganti Uang Persediaan
Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GUP adalah jenis
pencairan dana yang menggunakan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat UP di Bendahara. GUP digunakan untuk belanja barang. Pada
transaksi sudah selesai, PA harus memberikan dokumen yang berisi SPP
dan  tagihan-tagihan = pembayaran yang valid dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Pada saat SP2D keluar dan uang telah turun dari
KPPN, uang tersebut digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang
sebelumnya dipakai oleh PA. Biasanya GUP digunakan untuk belanja

barang yang nominalnya tidak terlalu besar.
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; No.spp Out put Akun | Nama Rekanan Keterangan Jenis Nilal No. $P20 Nilal Tl
3 19202708 199,102,748 | 23/07/2019)
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b) Nominative

Ganti Uang Persediaan
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Nominative adalah jenis pencairan dana untuk perjalanan dinas. Pada saat

akan melakukan perjalanan dinas, PA harus mengajukan anggaran

perjalanan dinas yang besarannya telah diatur di dalam buku Standar Biaya

Masukan yang selanjutnya disingkat SBM

(Lampiran 12 — buku Standar Biaya Masukan Hal. 58)

Besaran uang yang diajukan akan ditransfer langsung dari Kantor Pelayanan

Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN ke rekening PA.

Ketika sudah pulang dari perjalanan dinas, PA harus melaporkan sejumlah

dana yang real terpakai kepada BPP. Selisih uang pengajuan anggaran dan

uang yang real terpakai harus dikembalikan ke KPPN.



33

Nama
No. SPP Out put Akun Rek Nilai No. SP2D0 Nilai TGL Rampung Selisih NTPN
okanan
03/F1/S/1/2019 | 1256950001083D | s26111 33236.000 00007 | 33236000 | 22/01/2019 | 191331303000228 |  33.236.000 | 24/01/2019 | Rp 31731.300| R 1.504.700 |ssoens3sscovel
OI/FIAS/I/2019 | 1269500010530 | 524111 24321000 00014 | 20321000 | 04/02/2019 | 191331305000585 |  24.321.000 | 07/02/2019
oasraps/ia0ne | 1256001001088 | s2e111 283 684,000 o00st [ 263684000 | 11/02/2019] 191931303000827 | 289684000 | 13/02/2019
024/ 2019 | 1256.001000.053C | 524111 255.909.000 00060 [ 549.630.000 | 20/02/2019] 191331303001392 | 549.690.000 | 22/02/2019
1256001001083 | s24111 96944000 00060 [ 509690000 | 20/02/2019] 191391303001392 | 49,690,000 | 22/02/2019
n 1256950084 | 52011 163319200 00043 [ 163319200 | 11/02/2019 | 191331303000771 | 163339200 | 33/02/2019

Gambar 111.3
Nominative
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah

c) LS Bendahara
LS Bendahara adalah jenis pencairan dana untuk perjalanan dinas. Pada saat
akan mengajukan perjalanan dinas, dana yang diberikan kepada PA adalah
Uang Persediaan Bendahara. Perbedaan antara nominative dengan LS
Bendahara adalah pada sumber dananya. Nominative pencairan dananya
langsung dari KPPN. Sedangkan LS Bendahara sumber dananya berasal
dari UP di Bendahara. Selisih antara anggaran dan real uang yang terpakai

harus dikembalikan ke Bendahara.

No. 5PP Out put Akun _ Nama Rekanan Keterangan Jenis Nilai Nilai TGL
OLL/PLLS/2009 | 1296.950.001,085.0 | 528011 2432100 20321,000 | 04/02/2019]191331303000385 | 24321000 | o702/2019)
QUMY | 12569500566 811 9,000 19,069,000 | 04/02/2019 | 194331900000706 | 34,601,500 | 08/02/2019
corfrafis/\aos | 12369500604 | saIL 20,139,000 20,199,000 | 08/02/2019 | 191331309000671 | 20.199.000 | 08/02/2019

79.061.500
No. SPP. Out put Akun__ Nama Rekanan Nilai TGL
OL/FIAS/N/2019 | 1256.930.0M.C 34111 163,319,200 163,319,200 | 11/02/2019 | 191331300000771 | 163.319.200 | 11/02/2019
H
}
'
| 163.319.200
7
No. SPP Out put Akun__ Nama Rekanan Keterangan Jenis Nilal No. 5P2D Nilai TGL

Gambar I11.4
LS Bendahara
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah
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pencatatan
sebelumnya

2. Memberikan Nomor Agenda
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Setelah pencatatan SPP selesai selanjutnya adalah memindahkan catatan

tersebut ke buku agenda. Buku agenda bisa diilustrasikan sebagai buku besar. Di

buku agenda kemudian diberikan nomor agenda dan nomor tersebut ditulis di

bagian depan map dokumen yang sebelumnya sudah diberikan cap.

o, 369 TGLsPR | 100 orenma | 00T

uuuuu

3. Mencatat Surat Perintah Membayar (SPM)

Gambar I11.5
Buku Agenda

No. 392D

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Setelah pencatatan SPP dan pemberian nomor agenda, dokumen tersebut

diverifikasi untuk diuji kebenarannya. Setelah data terverifikasi, kemudian

diberikan kepada Kasubbag Pembendaharaan untuk diverifikasi kembali dan

diberikan paraf sebagai tanda persetujuan. Kasubbag Pembendaharaan juga

mengambil wasdit dari dokumen tersebut sebagai arsip. Setelah mendapat paraf

dari Kasubbag Pembendaharaan, dokumen tersebut dibawa ke Kabag Keuangan

untuk diberikan paraf sebagai tanda persetujuan dari Kepala Bagian Keuangan.

Nomor
Agenda
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Setelah mendapat paraf dari Kasubbag Pembendaharaan dan Kabag
Keuangan, dokumen dibawa ke Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK untuk dibuatkan SPP. Sebelumnya PPK melakukan peninjauan
kembali terkait keabsahan dokumen. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran
yang tidak memenuhi ketentuan, PPK menolak bukti-bukti pengeluaran dan
disampaikan kembali kepada PA yang bersangkutan melalui Surat
Pemberitahuan Penolakan. Apabila bukti-bukti pengeluaran telah memenuhi
ketentuan, PPK mengesahkan sebagian / seluruhnya bukti-bukti pengeluaran
dan menerbitkan SPP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SPP tersebut ditandatangani oleh PPK dan selanjutnya dibawa kembali ke
Kabag Keuangan untuk ditandatangani. Kemudian diinput ke sistem agar
mendapatkan Nomor Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM, setelah itu SPM ditandatangani oleh Kabag Keuangan. Nomor SPM
inilah yang praktikan catat di Microsoft Excel beserta dengan nominal dan

tanggal SPM tersebut dibuat.

(Lampiran 13 — Surat Perintah Membayar Hal. 59) Hanya ini
yg dicatat

ngan pada Bagian

76 1256.950.001.052 522191 [SRIVATUN ~  |Perenc 8/PRC/PPK- LSPH3 5.500.000 50000 | 00183 5500000 | 02/04/201
Maret 2019
an
7 1256.950.001.052 522191 (DESTIANA No.015/PRE/PPK- LSPH3 5.000.000 25000 | 00186 5000000 | 02/04/201
are
an
8 1256.950.001.052 522191 [TARWANTO No.020/PRE/PPK- LSPH3 5.000.000 00147 5000000 | 02/04/201
2n 2013 Bulan Maret 2019
r pada Bagian Perencanaan
79 1256.950.001.052 522191 [ANDIS JULIANSYAH k No. 415/PRC/PPK-SET/111/2019 tgl 1 LSPH3 6.000.000 12500 | 00148 6.000.000 | 02/04/201¢

ri 2019 bulan Maret 2019

dukung pada Bagian Perencanaan
] 1256950.001.055A | 522191 |IWAN EFFENDY SK No. §12.1-033/Kep/Bangda/2019 tgl 2Jan 2019|  LSPH3 2.061.000 00149 2061000 [ 02/04/201¢
Bulan Maret 2019

Tenaga Penata Laporan Bagian Perencanaan
81 1256950.001.053A | 522191 [Sean AlexanderSSi  |Kontrak No:012/TRC/PPK-SET/I/2018 tel 02 jan LS PH3 5.500.000 12500 | 00150 5.500.000 | 02/04/201¢
2019 Bulan Maret 2019

Tenag: \gan Bag
82 1256.950.001.053A | 522191 |Wanda Putri Irianti, no.010/PRC/PPK-SET/I/2018 tel 02 jan LSPH3 5.500.000 50000 | 00151 5500000 | 02/04/201
2019 Bulan Maret 2019

Gambar 111.6
Pencatatan Nomor SPM
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah
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4. Mencatat Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Setelah semua prosedur selesai, lembar SPM dibawa ke KPPN untuk dilakukan
pengujian substansif dan pengujian formal. Menurut Peraturan Menteri Nomor
82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, Pengujian
substantif dilakukan untuk (Keuangan, 2007):

a) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;

b) Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/subkegiatan/ MAK dalam DIPA

atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjuk dalam SPM,;

c) Menguji kelengkapan Dokumen Tagihan Pembayaran; dan

d) Menguji SSP dan Faktur Pajak.

Pengujian formal dilakukan untuk:

a) Mencocokkan tanda tangan pejabat penanda tangan SPM, cap/stempel
kantor/satker PA/Kuasa PA dengan spesimen yang diterima;

b) Memeriksa kebenaran cara penulisan pengisian jumlah uang dalam angka
dan huruf pada Kuitansi, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam
penulisan; dan

c) Memeriksa kebenaran cara penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan.

Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPM

secara lengkap dan benar. Dana yang sudah cair akan mendapatkan Nomor SP2D

yang bisa dicek melalui sistem.
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Gambar 111.7
Pencatatan Nomor SP2D
Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Prosedur pencairan dana di Ditjen Bina Pembangunan Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah (Keuangan, 2018)

Memverifikasi Wasdit

Wasdit yang diambil oleh Kasubbag dikumpulkan menjadi satu map dan
dikelompokkan berdasarkan kodenya. Wasdit digunakan sebagai alat kontrol
pengeluaran dana. Nominal yang tertera di dalam wasdit saling berkaitan satu
sama lain, sehingga harus dilakukan pengecekan dan verifikasi untuk

menghindari kesalahan.

Memverifikasi Invoice dan Berkas Pertanggungjawaban Belanja Barang,
Belanja Modal, dan Belanja Jasa

Pada saat PA mengajukan pencairan dana untuk belanja barang, belanja
modal atau belanja jasa, PA harus melampirkan dokumen tagihan pembayaran,
dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan perhitungan pajak. Dokumen-

dokumen inilah yang selanjutnya praktikan periksa untuk meninjau dan
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memverifikasi keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut. Hal ini dilakukan

untuk menghindari tindakan kecurangan, dan penggelembungan dana.

B. Kendala yang Dihadapi

Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan tentunya praktikan juga menghadapi

beberapa kendala, antara lain :

1. Kurangnya dokumen tagihan pembayaran yang diberikan PA sehingga
memperlambat proses pengecekan dan verifikasi.
2. Banyak wasdit yang tidak sesuai antara Total Realisasi dengan Realisasi

Sebelumnya, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan.

C. Cara Mengatasi Kendala

1. Untuk melengkapi dokumen tagihan pembayaran yang kurang, praktikan harus
menanyakan kepada PA yang bersangkutan. Sementara, untuk dokumen
perjalanan dinas nominatif yang tidak lengkap akan berdampak pada
keterlambatan pencairan dana karena terhambat dalam proses pengecekan dan
verifikasi.

2. Praktikan harus menanyakan kepada Kasubbag untuk mengetahui PA di wasdit
yang tidak sesuai antara Total Realisasi dengan Realisasi Sebelumnya tersebut.
Setelah mengetahuinya, praktikan harus menanyakan kepada pengguna

anggaran yang bersangkutan dan memintanya untuk memperbaiki wasditnya.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan ke dunia
kerja. Sehingga diharapkan setelah lepas dari ikatan akademik, mahasiswa tidak
hanya memiliki pengetahuan saja, tapi juga memiliki keterampilan dan siap untuk

terjun ke dunia Kkerja.

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyimpulkan :

1. Tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya tentang mencatat pengeluaran,
namun juga harus memverifikasi keabsahan dan kewajaran dari nominal
pengeluaran tersebut.

2. Praktikan mendapat ilmu baru mengenai sistem pencairan dana anggaran di
instansi pemerintah, yang ternyata harus melalui beberapa kali proses
pengecekan dan verifikasi.

3. Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan, praktikan tak luput dari kesalahan.
Praktikan dituntut untuk teliti dan fokus dalam mengecek dokumen tagihan
pembayaran. Sebelum mengklaim bahwa berkas tersebut valid, praktikan harus

mengcross check ulang untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan.
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4. Tak hanya itu, praktikan juga mendapatkan pengalaman mengenai kerjasama
tim yang harus dibangun agar tidak terjadi adanya miskomunikasi antar sesama

rekan Kkerja.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, ada
beberapa saran yang dapat diberikan praktikan untuk dapat membantu dalam
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih baik. Saran yang dapat

diberikan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan menyiapkan berkas
terkait syarat pelaksanaan PKL dengan matang guna menghindari hal-hal
yang dapat menghambat pelaksanaan PKL.

b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya telah mengetahui dari
jauh hari perusahaan yang akan dituju dan mencadangkan perusahaan lain
jika tempat yang akan dituju tidak dapat menerima peserta PKL.

c. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya selalu berkomunikasi
dengan mahasiswa lain yang sebelumnya telah melaksanakan PKL untuk
mencari informasi terkait kegiatan PKL agar lebih memudahkan dalam
tahap persiapan hingga penulisan laporan.

d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mudah
memahami pekerjaan yang diberikan, bersosialisasi dengan pegawai, dan
menjalin hubungan baik dengan para pegawai di tempat PKL agar dapat

memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan.
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e. Saat pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan menyelesaikan setiap tugas
yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi peraturan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar
menjaga nama baik pribadi dan Universitas.

2. Bagi pihak Universitas

a. Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat
PKL.

b. Memberikan pengarahan terhadap mahasiswa sebelum melakukan PKL.

c. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait program PKL agar
memiliki persiapan dalam melaksanakan PKL. Khususnya Fakultas
Ekonomi, memperbaharui pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang
sudah terlalu lama tersebut.

3. Bagi pihak instansi

a. Memberikan penugasan yang sesuai dengan kemampuan kepada setiap
peserta PKL yang sedang melaksanakan PKL sehingga peserta PKL dapat
melaksanakan tugas nya dengan baik dan benar.

b. Instansi memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar dapat menjalakan

tugas dengan baik dalam melaksanakan PKL.
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Lampiran 1 : Surat Permohonan lIzin PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kampus Universitas Negeri Jakarta
JI. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi It. 1, Jakarta 13220
Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id

Nomor : 5881/UN39.12/KM/2019 26 April 2019
Lamp. : 1 lembar
Hal :Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri
JI. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata

Sehubungan dengan adanya tugas salah satu mata kuliah, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi ¢ Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Jenjang : 81

Sebanyak :+ 2 mahasiswa (Elok Subekti, dkk) Daftar nama terlampir

Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah "Praktik Kerja Lapangan” pada tanggal 29 Juli
2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.

No. Telp/Hp : 087881513878

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepalanr ) Akadc'mk Kemahasiswaan

iy gan Masyarakat

oro'Sa oyo
Tembusan : P 196304 98510 2001

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi

E
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Lamp. : 1 lembar
Nomor : 5881/UN39.12/KM/2019

DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PKL KELOMPOK

No. Nama Noreg No. Telp/HP
L Elok Subekti 1701617149 087881513878
2. Zata Yumna 1701617018
3
4,

i
6.
7
8.
9.

10.

Ketua Kelompok

Elok Subekti

NOREG. 1701617149
=
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan PKL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 -7942653, website : www.k dagri.go.id
1SO. 9001:2008 - CERTIFICATE No.2013/1202

Jakarta, g mei 2019

Nomor : 800/2001/pangda Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
Sifat : dan Hubungan Masyarakat
Lampiran : Universitas Negeri Jakarta
Hal . Izin Kuliah Kerja Praktek (KKP)
Mahasiswa Universitas Negeri di-
Jakarta

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor : 5881/UN39.12/KM/2019
tanggal 26 April 2019 hal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok,
bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat menerima

permohonan kuliah kerja praktek 2 (dua) Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta terhitung mulai tanggal 29 Juli s.d. 30 Agustus 2019,

yaitu :
No. Nama Noreg Keterangan
1. | Elok Subekti 1701617149 Ketua
2. | Zata Yumna 1701617018 Anggota

Demikian untuk menjadi maklum.

Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
/,_,» ——
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Lampiran 3 : Sertifikat PKL

Y gV oV oV oV P oV 2P oF 2P oP oV oV oF o oP oV o oV o oP oV o
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3w

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada .

Nama : ELOK SUBEKTI
Nomor Induk Mahasiswa : 1704317149
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

dilaksanakan di  kantor DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN- DALAM MEGERI
terhitung mulai  tanggal 29 Juli  sampai dengar:
30 Agustus 2019, dengan pradikat Baik Sekali.

Jakarta, 30 Agustus 2019

a.n. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Dagerah
Kepala Bagian Umum,

» s

HE \ _ SE. M
\ embing Yk, I'(1V/b)
\ % NIRw 88630803 199203 2 001
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;
:
g
?
(
5
(
4

e J-f-f-f-ﬁf'f'f'ﬁf'ﬁf'f'f'f'ﬁﬁf'ﬁf'ﬁlé

46



ASPEK PENILAIAN

DW KKM | KK |

K | P

RATA-RATA

88 85 86

30 90

85,8

L

Keterangan Aspek Penilaian

DW : Disiplin Waktu

KKM : Kemampuan Kerja & Motivasi
KK : Kualitas Kerja

IK . Inisiatif Kerja

P . Perilaku

47

Predikat Nilai Berbentuk Angka :

50 s.d. 59

. Kurang
60 s.d.69 :
70 s.d. 79 :
80 s.d. 89 :
90 s.d.100:

Cukup
Baik
Baik Sekali

Istimewa




Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UQAS
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Z.. SKS

Nama

No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp

NO HARUTANGGAL PARAF KETERANGAN
Senin [ 29 Juu 2019

Fabu /31 juti a0i9
o | Famig [0l Aquctus a019 il
s | Jumat (02 Agustus 9019 |5 ()

6 | .SeMn /og Agustus aog 6. (M.
;| $asa (06 foustus 209 |, (PN

s | b (0% Agustus a0 s
o | FAMS (0% Aquetus 3019 1o (M

10| Jumat (09 Aquetus 019 sl
1| Jemn /o2 Agustuc 209 Ilf}w .....
Selasa (5 Agustus 209
Raby /14 AQuctuc 2019

14, FOMIS/!CAqugm;cxg 14@
1s. )Umat{legumg;oqg 15

12, 2 80

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membububhi cap Instansi/Perusahaan
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“ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL, DAN PENDIDIKAN TINGGI @
( UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA & UQ,G
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitus Negeri Jakarts Gedung R, Jalan: Ruwarmengan Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fc.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama

No. Registrasi

Program Studi

Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp N

NO HARUTANGGAL i PARAF KETERANGAN
1| Semn 71g Agurkic aoig 11 LD

) | Selasa 120 Agustuc 209 2L

. | ko 120 pquitue ao9 |, (P

o | Famis 139 Agusnuc a0l 4

12.
A
I3 Drwrnonmmmsh conpansmenmasns et g 130087 o
B4 | e 14{}; ‘

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap lnstansi/Perusahaan
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Lampiran 5 : Penilaian PKL

FAKULTAS EKONOMI

Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA 59 UMS

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PROGRAM SARJANA (S1)

..%.. SKS
Nama E\Okmbdﬁh
No.Registrasi 01612149
Program Studi ”
Tempat Praktik Bina Pempongunan Deerah -
Alamat Praktik/Telp : ! pa N
Jdkaita (031) 1942065
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
1 | Kehadiran %0 s Keterangan Penilaian :
Skor  Nilai Bobot
2 | Kedisiplinan (2)0 ....| 86-100 A 4
81-85 A- 3,7
. - 76-80 B+ 3.3
3 | Sikap dan Kepribadian 9@ | 71475 B 30
% 66-70 B- 2,7
4 | Kemampuan Dasar | 61-65 C+ 23
%D 56-60 C 2,0
3 S 51-55 C- 1,7
5 | Ketr: lan Menggunakan Fasilitas d
etrampilan ggunakan Fasili S D 1
6 | Kemampuan Membaca  Situasi dan | ... Qg ... |2. Alokasi Waktu Praktik
Mengambil Keputusan 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
; 3 sks : 135-175 jam kerja efektif
7 Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan @ 7‘
T | Nilai Rata-rata
g Aktivitas dan Kreativitas 6’@
= 890..= NS
o | Kecepatan Waktu Penyel Tugas SQ 10 (sepuluh)
10 Hasil Pekerjaan 80 Nilai Akhir -
90 | (p
Angka bulat huruf
Jumlah |
Catatan :
Mohon legalitas dengan i cap i/Perusahaan
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Lampiran 6 : Jadwal Kegiatan PKL

Jadwal Kegiatan PKL

Fakultas Ekonomi UNJ Tahun Akademik 2018-2019

No

Bulan Jul | Agst | Sept | Okt | Nov
Kegiatan | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Des
2019

Pendaftaran
PKL

Kontak
dengan
Instansi
Perusahaan

Surat
Permohonan
PKL ke
Instansi
Perusahaan

Pelaksanaan
Program
PKL

Penulisan
Laporan PKL

Penyerahan
Laporan PKL

Koreksi
Laporan PKL

Penyerahan
Koreksi
Laporan PKL

Batas Akhir
Penyerahan
Laporan PKL

10

Penutupan
Program PKL
dan
Pengumuman
Nilai PKL
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Lampiran 7 : Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan

Daerah
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Lampiran 8 : Rincian Pekerjaan Selama PKL

2019

MIRECY | HARI/ TANGGAL KEGIATAN
Pemberian pengarahan oleh Kabag dan
: : para Kasubbag
! Senin, 29 Juli 2019 Mempelajari gambaran umum Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah
Mempelajari gambaran umum mengenai
2 Selasa, 30 Juli 2019 sub-sub bagian yang ada di bagian
keuangan
3 Rabu, 31 Juli 2019 Mempelajarl spesifikasi tugas yang ada di
bagian keuangan
4 Kamis, 1 Agustus Verifikasi  dokumen  dan  invoice
2019 pertanggungjawaban perjalanan dinas
5 Jum’at, 2 Agustus Verifikasi invoice terkait penyelenggaraan
2019 Seminar Kit oleh Ditjen Bangda
LIBUR
Verifikasi invoice belanja barang dan
6 Senin, 5 Agustus 2019 | invoice pertanggungjawaban perjalanan
dinas
Selasa, 6 Agustus Melakukan peng!nputan nomor SPP .
7 Melakukan penginputan perjalanan dinas
2019 o
nominatif
Melakukan penginputan SPM
8 Rabu, 7 Agustus 2019 Verifikasi wasdit
Kamis, 8 Agustus e .
9 2019 Verifikasi wasdit
Jum’at, 9 Agustus e .
10 2019 Verifikasi wasdit
LIBUR
11 Senin, 12 Agustus Verifikasi wasdit
2019 Melakukan penginputan SP2D
Melakukan penginputan nomor SPP
12 Selasa, 13 Agustus Melakukan penginputan SPM
2019 Melakukan penginputan perjalanan dinas
nominative
Melakukan penginputan nomor SPP
Melakukan penginputan SPM
13 Rabu, 14 Agustus Verifikasi dokumen dan invoice

perjalanan pertanggungjawaban
perjalanan dinas
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Kamis, 15 Agustus

Verifikasi bukti tagihan pembayaran dan
dokumen pembelian barang
Verifikasi dokumen dan invoice

14 2019 perjalanan pertanggungjawaban
perjalanan dinas
Melakukan penginputan nomor SPP
15 Jum’at, 16 Agustus Verifikasi wasdit
2019 Melakukan penginputan nomor SPP
IBUR
Senin, 19 Agustus Verifikasi bukti tqgihan pembayaran dan
16 2019 dokumen pembel_lan barang
Melakukan penginputan nomor SPP
Melakukan penginputan nomor SPP
17 Selasa, 20 Agustus Melakukan penginputan SPM
2019 Verifikasi dokumen dan tagihan
pembayaran atas lelang barang
Rabu, 21 Agustus Verifikasi dokumgn da_lp tagihan_
18 2019 pembayaran terkfeut gaji pegawai honorer
Melakukan penginputan nomor SPP
Kamis, 22 Agustus Verifikasi dokumgn da_l_n tagihan_
19 2019 pembayaran terkglt gaji pegawai honorer
Melakukan penginputan nomor SPP
20 Jum’at, 23 Agustus Verifikasi dokumen dan tagihan
2019 pembayaran terkait gaji pegawai honorer
IBUR
21 Senin, 26 Agustus Melakukan penginputan nomor SPP
2019 Melakukan penginputan SPM
Melakukan penginputan nomor SP2D
22 ggllag 8, 27 Agustus Melakukan penginputan perjalanan dinas
nominative
23 Rabu, 28 Agustus Verifikasi Wasdit
2019 Melakukan penginputan nomor SPP
24 Kamis, 29 Agustus Verifikasi Wasdit
2019 Melakukan penginputan SPM
o5 Jum’at, 30 Agustus Verifikasi Wasdit

2019

Melakukan penginputan SP2D
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Lampiran 9 : Kartu Konsultasi Bimbingan PKL

i. Nama Mahasiswa
Registrasi

3. Program Studi

4. Dosen Pembimbing

e Ve Teaesi

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKGNOMI

Jakalta 13220

Telepon (021) 4721227 4706285, Fax: (021) 4706285

NO|  TGLBLN/THN MATERI KONSULTASI SARAN PEMBIMBING T’FSDAIL“;[SSN
LI/ W/a01g | Pengmoran | Peromoma dan 4anda boca dipexbaiki, |
2 Struktur Oradnicasi Gambar dibei Nama - : k

s [ B (00 | Sumber aambar | gomear Gibertan cumbernga, g asivg f)%

4 feavlicon Eata asim dbenkan Woic
s |9/13/ 3019 | kenddla don cam memgatasi | Kendala 400 com wemgatasi hous
sl Seuai dengan o didlam: Selama PEL

7 u(u/ 2019 Pacre  Lembor Persetujan  seminar Tonda favepn pd lemr persetviban i ?,

8

9 % i i
10 B i X 1 i
1 i R | i i3 v .

12 i | 3 & L

SETUJU UNTUK UJIAN PKL S
Catatan : 3 \)
1. Kartu ini dibawa dan dif oleh P i pada saat
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat di sebagai bukti p
/
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Lampiran 10 : Lembar Persetujuan

- 5 =

- KEMENTERIAN DALAM NEGER!
DIREKTORAT JENDERAL RINA PEMBANG!
Jalan Taman Makam in No 20 Kalibata Jukarts Selstan

LEMBAR PERSETUJUAN

Kepada i Yth 8dr. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat X

; ; i Perintah Membayar
Dari
Nomor L2827 /LP-SPM / Bangda/VIll/2019
Bulan © Agustus 2019 1
Lampiran | 1 (satu) berkas
Perhal - Persetujuan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

010.06.1.039729/2019 wlmuu 2019, maka W i
Perintah Membayar (SPM) untuk Kegiatan Duk :
Pembangunan Dicrah dengan rincian sebagai berikut
IEALLS
MAK. PAGU
1 2
511111 14,001,640,000
511119 388,000
511121 965,951,000
511122 310,191,000
511123 1,276,640,000
511124 62,984,000
511125 49,400,000
511126 741,867,000
511129 1,175,327.000
511151 437,000,000
512411 15,822,048,000
521111 3,587,766,000
521114 25,000,000
521115 893,060,000
521119 78,034,000
521211 7,303,109,000
521213 111,814,000
521219 454,776,000
521811 1,173,240,000
522111 1,560,000,000
522112 144,000,000
522113 54,000,000
522119 : i
52213
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Lampiran 11 : Surat Permintaan Pembayaran
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Lampiran 12 : buku Standar Biaya Masukan
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Lampiran 13 — Surat Perintah Membayar
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Lampiran 14 — Lembar Saran dan Perbaikan
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